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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
[ Keadaan sekarang hanya merupakan sesuatu yang wajar. Masa 
lalu hanya merupakan kenangan, tetapi hal-hal yang akan 
datang belum terjadi. Masa depan masih berupa fiksi dalam 
benak kita.  
( Thomas Hobbes ) 
 
[ Jika engkau berada dalam nikmat, jagalah karena dosa bisa 
menghilangkan semua nikmat peliharalah nikmat dengan taat 
kepada Tuhan Sungguh Tuhan sangat cepat siksa-Nya. 
( Imam Ali Bin Abi Thalib ) 
 
[ Jika hidup dalam dua pilihan, pilihlah hal yang paling 
nyaman dihatimu. Jangan salah dalam menentukan keputusan, 
karena penyesalan datangnya selalu terlambat dan waktu 
tidak dapat diputar ulang. 
( Penulis ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Penulis persembahkan kepada: 
Ø Bapak dan ibu tercinta 
Ø Adik-adik tersayang 
Ø Teman-teman Akuntansi A, B, dan C 
Ø Almamater 
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ABSTRACT 
 
PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEROLEHAN DAN  
PENGHENTIAN ASET TETAP PEMERINTAH YANG  
BERDASARKAN PADA STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAH DI KABUPATEN SUKOHARJO  
 
Ika Rahmawati Sulistya Ningsih 
F3306054 
 
The Governmental Accounting Standard is the principles of accounting 
applied in arranging and presenting the governmental financial statement. The 
2006/2007 financial statement of Regency Sukoharjo is developed based on the 
Government Accounting System. Here the writer will discuss about the accounting 
treatment and application on the government fixed asset acquirement and 
disposal in Regency Sukoharjo corresponding to the Government Accounting 
Standard. 
The research aims to find out the accounting treatment on the government 
fixed asset acquirement and disposal in Regency Sukoharjo corresponding to the 
Government Accounting Standard and to find out the accounting application on 
the government fixed asset acquirement and disposal in Regency Sukoharjo 
corresponding to the Government Accounting Standard. 
From the result of research, the writer finds the compatibility and 
discrepancy between the application of Regency Sukoharjo’s fixed asset and the 
Government Accounting Standard. The strength the writer finds is that the 
government’s fixed asset acquirement has been assessed with historical cost. 
Meanwhile the weakness the writer finds is that up to 2007, the Regency 
Sukoharjo’s fixed asset had not been depreciated because its recording system 
still uses the cash basis, in addition, many government fixed asset are excluded 
from the balance such as cultural/historical asset because they are difficult to be 
recognized due to their very high value. And the 2006/2007 balance still uses the 
single entry of fixed asset recording system. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. GAMBARAN UMUM DPPKAD KABUPATEN SUKOHARJO 
1. Kondisi Geografis dan Demogafis Kabupaten Sukoharjo 
Kabupaten Sukoharjo terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa 
Tengah, dengan batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut. 
Sebelah Utara   : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. 
Sebelah Timur   : Kabupaten Karanganyar. 
Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunung 
Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sebelah Barat  : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten. 
Posisi geografis Kabupaten Sukoharjo adalah 110° 42’ 6,79’’ 
Bujur Timur – 110° 57’33,7’’ Bujur Timur dan antara 7° 32’17’’ Lintang 
Selatan 7° 49’32’’ Lintang Selatan. Sedangkan keadaan topografi/geologi 
untuk Kabupaten Sukoharjo terdiri dari daerah datar yang terletak di 6 
(enam) Kecamatan, yaitu Kecamatan Gatak, Kecamatan Kartasura, 
Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, dan 
Kecamatan Sukoharjo serta daerah relatif miring/bergelombang yang 
terletak di 6 (enam) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Weru, Kecamatan 
Tawangsari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, 
dan Kecamatan Polokarto. 
 
1 
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Luas Kabupaten Sukoharjo adalah 46.666 Ha yang terdiri dari 
tanah sawah seluas 21.132 Ha, tanah pekarangan seluas 15.492 Ha, tanah 
tegalan seluas 5.627 Ha, tanah kolam seluas 61 Ha, tanah hutan negara 
seluas 378 Ha, tanah hutan rakyat seluas 461 Ha, tanah perkebunan seluas 
773 Ha, dan tanah lain-lain seluas 2.799 Ha. Wilayah administrasi 
Kabupaten Sukoharjo terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan, 150 Desa, 17 
Kalurahan, 1.278 Rukun Warga (RW), dan 3.676 Rukun Tetangga (RT). 
Pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo dibagi menjadi 6 
(enam) Satuan Wilayah Pengembangan (SWP), yaitu sebagai berikut. 
a. SWP I meliputi Kecamatan Gatak dan Kecamatan Kartasura dengan 
pusat kota Kartasura. 
b. SWP II  meliputi Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki dengan 
pusat kota Grogol. 
c. SWP III meliputi Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto 
serta bagian utara, selatan, dan timur dari Kecamatan Bendosari 
dengan pusat kota Mojolaban. 
d. SWP IV meliputi Kecamatan Sukoharjo dan bagian barat Kecamatan 
Bendosari dengan pusat kota Sukoharjo. 
e. SWP V meliputi Kecamatan Nguter dengan pusat pertumbuhan kota 
Nguter. 
f. SWP VI meliputi Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, dan 
Kecamatan Weru dengan pusat kota Tawangsari.  
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2. Sejarah Berdirinya DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan 
Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 
Kabupaten Sukoharjo, menyebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan 
daerah (BPKD) merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dimana 
tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 
adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di 
bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas 
tersebut, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) mempunyai fungsi, 
yaitu sebagai berikut. 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, bahwa perlu dibentuk perangkat daerah. Di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang 
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mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang 
diwadahi oleh sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk 
inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur 
pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam 
bentuk badan/kantor/rumah sakit, dan unsur pelaksana urusan daerah yang 
diwadahi dalam dinas daerah. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tersebut, 
bahwa prinsip yang dipergunakan dalam penyusunan organisasi perangkat 
daerah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Meskipun demikian, tidak mutlak 
bahwa setiap urusan harus selalu diwadahi dalam organisasi perangkat 
daerah tersendiri. 
Diberlakukannya peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 
maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang 
Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 
tersebut, terbentuklah Organisasi Dinas Daerah yang salah satunya adalah 
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). 
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Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 di 
atas, mulai tahun 2009 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) 
berubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset 
Daerah (DPPKAD). 
 
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKAD Kabupaten 
Sukoharjo 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Dinas 
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten 
Sukoharjo mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai 
berikut. 
a. Kedudukan 
1) Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan. 
2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
b. Tugas Pokok 
DPPKAD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
penyelenggaraan Pemerintah daerah di bidang Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
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c. Fungsi 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini, DPPKAD mempunyai fungsi sebagai berikut. 
1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan 
keuangan dan aset Daerah. 
2) Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
 
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
a. Visi 
Terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
sumber daya pengelolaan keuangan Daerah dan peningkatan 
pendapatan Daerah dengan semangat desentralisasi, demokratisasi, 
transparansi dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
b. Misi 
1) Meningkatkan kualitas sumber daya pengelolaan keuangan daerah. 
2) Meningkatkan fungsi perencanaan dan penyusunan anggaran 
daerah. 
3) Meningkatkan fungsi pemungutan pendapatan daerah dan efisiensi 
belanja daerah  
4) Meningkatkan fungsi pengendalian kas daerah, perbendaharaan 
umum daerah dan verifikasi serta perhitungan anggaran, 
pertanggungjawaban keuangan daerah. 
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c. Tujuan 
1) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah dalam 
rangka horizontal accountability. 
2) Meningkatkan intensifikasi pendapatan Daerah. 
3) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka 
pengelolaan Local Areal Network  (LAN). 
d. Sasaran 
1) Tersedianya dokumen anggaran dan tertib administrasi dan 
tersusunnya Standar Analisa Belanja (SAB). 
2) Teralisasinya peningkatan pendapatan daerah  sebesar 5 % 
pertahun.  
3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang mampu mengoperasikan 
LAN pengelolaan keuangan daerah. 
4) Tersedianya   hardware   dan   software  LAN   pengelolaan 
keuangan daerah. dan terselenggaranya pemeliharaan hardware dan 
software LAN Pengelolaan   Keuangan Daerah secara efektif dan 
efisien. 
 
5. Susunan Organisasi DPPKAD Kabupaten Sukoharjo 
Pengertian organisasi adalah suatu kegiatan kesatuan yang teratur 
daripada kelompok orang atau badan yang bekerja sama untuk mencapai 
tujuan tertentu (PERDA Kabupaten Sukoharjo No. 41/2007). 
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Penjelasan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dapat di 
lihat pada gambar 1.1 dan berikut penjelasannya. 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat 
1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 
2) Sub Bagian Program 
3) Sub Bagian Keuangan 
c. Bidang Anggaran 
1) Seksi Perencanaan Anggaran 
2) Seksi Penyusunan Anggaran 
3) Seksi Pelaksanaan Anggaran 
d. Bidang Pendapatan 
1) Seksi Pendapatan Asli Daerah 
2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 
3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan 
e. Bidang Perbendaharaan 
1) Seksi Perbendaharaan I 
2) Seksi Perbendaharaan II 
3) Seksi Perbendaharaan III 
f. Bidang Aset dan Investasi Daerah 
1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah 
2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah 
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3) Seksi Investasi Daerah 
g. Bidang Akuntansi 
1) Seksi Verivikasi 
2) Seksi Akuntansi 
3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 
h. Bidang Kas 
1) Seksi Penerimaan 
2) Seksi Pelaporan 
3) Seksi Pengendalian dan Laporan 
Agar dapat menjalankan pemerintahan yang terkoordinasi dengan 
baik, maka diperlukan struktur organisasi dan deskripsi jabatan DPPKAD 
Kabupaten Sukoharjo. 
a. Kepala Dinas 
Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah. 
Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah. 
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b. Sekretariat 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kesekretariatan 
meliputi keseluruhan aktivitas mengenai umum dan kepegawaian, 
program, serta keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab 
pada Sekretariat. 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai  umum dan kepegawaian yang 
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Sub Bagian Umum 
dan  Kepegawaian. 
2) Sub Bagian Program 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai  program yang diserahkan dan 
menjadi tanggung jawab pada Sub Bagian Program. 
3) Sub Bagian Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi keuangan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai  keuangan yang diserahkan dan 
menjadi tanggung jawab pada Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Anggaran 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan, 
penyusunan anggaran dan meliputi sebagian aktivitas mengenai 
pelaksanaan anggaran, anggaran penerimaan, penyusunan anggaran 
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belanja dan pelaksanaan anggaran yang diserahkan dan menjadi 
tanggung jawab pada Bidang Anggaran. 
1) Seksi Perencanaan Anggaran 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perencanaan anggaran 
meliputi keseluruhan aktivitas mengenai perencanaan anggaran 
yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi 
Perencanaan Anggaran. 
2) Seksi Penyusunan Anggaran 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi penyusunan anggaran yang 
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Penyusunan 
Anggaran. 
3) Seksi Pelaksanaan Anggaran 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelaksanaan anggaran 
meliputi sebagian aktivitas mengenai pelaksanaan anggaran dan 
penyusunan anggaran yang diserahkan dan menjadi tanggung 
jawab pada Seksi Pelaksanaan Anggaran. 
d. Bidang Pendapatan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan asli daerah, dana 
perimbangan, dan penagihan pendapatan yang diserahkan dan menjadi 
tanggung jawab pada Bidang Pendapatan. 
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1) Seksi Pendapatan Asli Daerah 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan asli daerah yang 
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Pendapatan 
Asli Daerah. 
2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai dana perimbangan yang diserahkan 
dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Dana Perimbangan dan 
Lain-lain Pendapatan.  
3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pendapatan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai pendapatan daerah yang 
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Intensifikasi 
dan Ekstensifikasi Pendapatan. 
e. Bidang Perbendaharaan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan   
meliputi keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Pencairan Dana 
(SP2D) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar 
(SPM) dari permintaan pengguna anggaran SKPD atas beban rekening 
kas umum daerah. 
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1) Seksi Perbendaharaan I 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan meliputi 
keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar 
(SPM) dari permintaan pengguna anggaran  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahkan dan menjadi tanggung 
jawabnya. Dan melaksanakan pengelolaan administrasi yang 
berkaitan dengan pembayaran gaji seluruh pegawai negeri sipil. 
2) Seksi Perbendaharaan II 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan meliputi 
keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar 
(SPM) dari permintaan pengguna anggaran  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahkan dan menjadi tanggung 
jawabnya. Dan melaksanakan pengelolaan administrasi yang 
berkaitan dengan pencairan dana bantuan Pemerintah Provinsi dan 
Pemerintah Pusat. 
3) Seksi Perbendaharaan III 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi perbendaharaan meliputi 
keseluruhan aktivitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) untuk pembayaran berdasarkan Surat Perintah Membayar 
(SPM) dari permintaan pengguna anggaran  Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang diserahkan dan menjadi tanggung 
25 
 
 
jawabnya. Serta pengelolaan administrasi atas Pembayaran 
Pengeluaran Pembiayaan, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja 
Tidak Langsung selain Belanja Pegawai. 
f. Bidang Aset dan Investasi Daerah 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi inventarisasi dan 
penghapusan, pengelolaan aset daerah, dan investasi daerah yang 
diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang Aset dan 
Investasi Daerah. 
1) Seksi Penatausahaan Aset Daerah 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pencatatan dan pembukuan 
aset meliputi keseluruhan aktivitas mengenai inventarisasi dan 
penghapusan aset  yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab 
pada Seksi Penatausahaan Aset Daerah. 
2) Seksi Pendayagunaan Aset Daerah 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan tanah dan 
bangunan serta pengelolaan sarana sosial olah raga dan barang 
bergerak meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pengelolaan 
tanah dan bangunan  serta pengelolaan sarana sosial olah raga dan 
barang bergerak yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab 
pada Seksi Pendayagunaan Aset Daerah. 
3) Seksi Investasi Daerah 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi investasi meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai investasi dan penyertaan modal  
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yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi 
Pengelolaan Aset Daerah. 
g. Bidang Akuntansi 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai pembukuan, pelaporan, analisis data 
keuangan, dan sistem akuntansi serta fasilitasi penyusunan laporan 
keuangan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Bidang 
Akuntansi. 
1) Seksi Verifikasi 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi verifikasi meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai verifikasi atas laporan realisasi 
anggaran baik pendapatan maupun belanja yang diserahkan dan 
menjadi tanggung jawab pada Seksi Verifikasi. 
2) Seksi Akuntansi 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi akuntansi meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai proses pencatatan, peringkasan, 
penggolongan atas transaksi keuangan, dan menjadi tanggung 
jawab pada Seksi Akuntansi. 
3) Seksi Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi fasilitasi penyusunan 
laporan keuangan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai 
sosialisasi peraturan baru yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan daerah, khususnya mengenai penyusunan laporan 
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keuangan dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh SKPD 
yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada Seksi Fasilitasi 
Penyusunan Laporan Keuangan. 
h. Bidang Kas 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi kas meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan, pengeluaran, 
pengendalian, dan pelaporan  yang diserahkan dan menjadi tanggung 
jawab pada Bidang Kas. 
1) Seksi Penerimaan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi penerimaan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai penerimaan yang diserahkan dan 
menjadi tanggung jawab pada Seksi Penerimaan. 
2) Seksi Pengeluaran 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi penerimaan meliputi 
keseluruhan aktivitas mengenai pengeluaran yang diserahkan dan 
menjadi tanggung jawab pada Seksi Pengeluaran. 
3) Seksi Pengendalian dan Laporan 
Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengendalian dan 
pelaporan meliputi keseluruhan aktivitas mengenai pengendalian 
dan pelaporan yang diserahkan dan menjadi tanggung jawab pada 
Seksi Pengendalian dan Pelaporan. 
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i. Kelompok Jabatan Fungsional 
Mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan unit organisasi masing-masing 
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah 
dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah. 
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Gambar I.1  Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
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B. LATAR BELAKANG MASALAH 
Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan berupa 
aset, hutang dan kekayaan pada suatu tanggal tertentu. Salah satu komponen 
utama dalam neraca adalah aset tetap atau barang milik negara/daerah yang 
terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Tuntutan penyajian laporan keuangan 
daerah adalah menciptakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah yang akuntabel dan transparan. Aset tetap diklasifikasikan 
berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi 
entitas, klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut. 
1. Tanah 
2. Peralatan dan Mesin 
3. Gedung dan Bangunan 
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
5. Aset Tetap Lainnya 
6. Konstruksi dalam Pengerjaan 
Pada saat ini neraca yang disajikan oleh pemerintah secara struktural 
dan tugas fungsi penyusunan laporan keuangan melekat di Bidang Akuntansi 
sedangkan pencatatan aset tetap ditangani oleh Bidang Aset. Selama ini 
Bidang Akuntansi hanya mencatat arus kas uang dan Bidang Aset hanya 
mencatat aset atau pengadaan barang saja. Dengan kata lain tidak ada integrasi 
antara arus uang dan arus barang karena terpisahnya unit yang melakukan 
pencatatan dan sistem akuntansi yang digunakan masih single entry. Padahal 
arus uang atau belanja pemerintah sebagian besar digunakan untuk belanja 
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modal aset tetap yang seharusnya dilaporkan dalam neraca. Kondisi yang 
diinginkan seharusnya neraca dihasilkan melalui suatu sistem akuntansi yang 
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengintegrasikan 
arus uang dan arus barang dengan menerapkan double entry. Dan pemahaman 
akan pentingnya akuntansi sehingga tidak terbatas pada administrasi aset 
tetapi juga pada pengelolaan aset. 
Salah satu dasar hukum dari pengelolaan aset tetap dalam neraca 
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara atau Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang lingkup pengelolaan aset tetap 
tersebut meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, 
pengawasan, dan pengendalian. Undang-undang tersebut merupakan salah 
satu pedoman dalam menyusun neraca. Berdasarkan pengalaman  pemerintah 
dalam menyusun neraca, komponen aset adalah hal yang paling sulit untuk 
diakui, hal ini terkait dengan banyaknya jenis aset tetap yang dimiliki 
pemerintah termasuk aset budaya atau sejarah, aset kemiliteran dan aset 
infrastruktur yang memerlukan perlakuan yang spesifik. Banyaknya 
permasalahan yang sering terjadi dalam aset tetap misalnya pengamanan atas 
aset kurang memadai selain itu nilai aset tetap pemerintah di neraca sulit 
diyakini kewajarannya. Semua permasalahan tersebut terjadi salah satu 
32 
 
 
 
faktornya dikarenakan kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam 
menangani aset, sehingga akan menimbulkan banyak permasalahan yang 
nantinya akan berpengaruh terhadap neraca atau laporan keuangan suatu 
entitas. Permasalahan yang akan penulis bahas adalah pada saat pengakuan 
aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas 
perolehan dan penghentian/penghapusan aset tetap pemerintah yang 
berdasarkan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dari pernyataan itu, 
penulis berinisiatif untuk menuangkan, menganalisa, dan mengevaluasi 
bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perolehan dan penghentian aset tetap 
dalam neraca yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu 
penulis tertarik membuat Tugas Akhir ini dengan judul “PERLAKUAN 
AKUNTANSI TERHADAP PEROLEHAN DAN PENGHENTIAN ASET 
TETAP PEMERINTAH YANG BERDASARKAN PADA STANDAR 
AKUNTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SUKOHARJO”. 
 
C. RUMUSAN MASALAH 
Salah satu komponen utama dalam neraca adalah aset tetap atau barang 
milik negara yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah sebagai sarana 
untuk menjalankan kegiatan operasional pemerintahan. Dalam penelitian ini, 
penulis merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut. 
1. Bagaimana perlakuan akuntansi terhadap perolehan dan penghentian aset 
tetap pemerintah yang berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah di 
Kabupaten Sukoharjo? 
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2. Apakah penerapan terhadap perolehan dan penghentian aset tetap 
pemerintah di Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintah? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
Penelitian yang penulis lakukan terhadap perlakuan aset tetap dalam 
pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis rumuskan sesuai 
dengan permasalahan yang diatas, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh 
penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap perolehan dan 
penghentian aset tetap pemerintah yang berdasarkan Standar Akuntansi 
Pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui apakah penerapan tentang perolehan dan penghentian 
aset tetap pemerintah di Kabupaten Sukoharjo sudah sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 
1. Bagi penulis 
Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan 
khususnya mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah serta 
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penerapannya dalam instansi pemerintahan secara nyata yang nantinya 
akan penulis gunakan sebagai referensi dalam tugas akhir. 
2. Bagi instansi pemerintahan 
Mampu memberikan saran perbaikan sehingga dapat digunakan 
sebagai dasar pertimbangan dalam upaya untuk mengatasi adanya 
kemungkinan kesalahan baik dalam proses pencatatan maupun 
perhitungan. 
3. Bagi pembaca 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 
referensi bacaan, informasi dan dasar penelitian selanjutnya khususnya 
bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. 
 
F. METODOLOGI PENELITIAN 
Metodologi adalah cara kerja untuk memahami suatu obyek yang 
menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan 
metodologi penelitian adalah serangkaian metode yang digunakan untuk 
mempelajari suatu objek tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan mencari, 
mengumpulkan, dan mendapatkan data untuk selanjutnya dilakukan 
penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Dalam melakukan suatu 
penelitian diperlukan metode penelitian yang mengemukakan secara tertulis 
tata kerja dari suatu penelitian. Metode ini antara lain sebagai berikut. 
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1. Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini dilakukan secara langsung pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo yang 
beralamat di Jalan Kyai Muwardi Nomor 1 Sukoharjo 57521. Penelitian 
tersebut dimulai dari tanggal 9 Februari 2009 sampai dengan tanggal 7 
Maret 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu penulis mengambil objek tertentu untuk kemudian 
dianalisa secara mendalam. 
2. Metode Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan data yang akan diolah, penulis menggunakan 
metode pengumpulan data. Metode tersebut adalah sebagai berikut. 
a. Wawancara 
Merupakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara atau 
tanya jawab langsung dengan pihak terkait yang berhubungan dengan 
topik penelitian ini. 
b. Observasi 
Penulis melihat dan melakukan pengamatan langsung mengenai proses 
kegiatan. Dengan metode ini penulis dapat memperoleh data melalui 
pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap hal-hal yang 
diteliti. 
c. Studi Pustaka 
Merupakan metode pengumpulan data dengan mencari data-data dan 
literatur lain yang dapat mendukung penelitian sesuai dengan topik ini. 
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3. Jenis Data 
Jenis-jenis data yang digunakan antara lain sebagai berikut. 
a. Data Primer 
Data primer adalah  data yang diperoleh secara langsung melalui objek 
penelitian maupun melalui wawancara langsung dengan Bapak Djoko 
Haryanto selaku Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan, 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo. Data primer ini 
meliputi struktur organisasi, dokumen yang digunakan, dan bagian-
bagian yang terkait. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau dari 
studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data ini 
dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti tinjauan pustaka terhadap 
buku-buku yang mendukung dan relevan. 
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BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. LANDASAN TEORI 
1. Definisi Aset 
Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai 
akibat dari peristiwa masa lalu dan bagi perusahaan diharapkan akan 
menghasilkan manfaat ekonomis di masa depan (Ikatan Akuntan 
Indonesia, 2007: 16). 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat 
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat di ukur 
dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 
untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (Komite Pernyataan 
Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005: 7). 
2. Pengertian Aset Tetap 
Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan 
kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasif dan diharapkan untuk 
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digunakan selama lebih dari satu periode (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007: 
16). 
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat 
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan 
pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum (Komite 
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, 2005: 7). 
3. Standar Akuntansi Keuangan 
Di dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 16 tentang Aset Tetap, 
dijelaskan mengenai pengakuan aset, penentuan jumlah tercatat, 
pembebanan penyusutan, dan rugi penurunan nilai atas aset tetap. 
Perusahaan biasanya menggunakan aset untuk memproduksi barang atau 
jasa yang dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan pelanggan, 
berhubung barang atau jasa ini dapat memuaskan kebutuhan dan keperluan 
ini, pelanggan bersedia membayar sehingga memberikan sumbangan 
kepada arus kas perusahaan. 
Neraca yang disusun menurut Standar Akuntansi Keuangan yang 
berlaku salah satunya meliputi aset tetap, untuk memenuhi kualifikasi 
untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya 
perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang 
dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk 
memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat 
diterapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset pada saat pertama kali 
diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam Pernyataan Standar 
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110Akuntansi Keuangan lain. Menurut pernyataan tersebut, biaya 
perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika besar kemungkinan 
manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan dengan aset tersebut akan 
mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. 
Suatu aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi 
dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam 
perusahaan setelah periode akuntansi berjalan, sebagai alternative 
transaksi samacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba 
rugi. Dengan perlakuan ini tidak berarti pengeluaran yang dilakukan 
manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat 
ekonomi bagi perusahaan di masa depan atau bahwa manajemen salah 
arah. Implikasi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari manfaat 
ekonomi yang diterima perusahaan setelah periode akuntansi berjalan 
tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset. 
Biasanya suatu entitas menentukan model biaya (cost model) atau 
model revaluasi (revaluation model) sebagai kebijakan akuntansinya, dan 
menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam 
kelompok yang sama. Apabila menggunakan model biaya, setelah diakui 
sebagai aset, suatu aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi 
akumulasi penyusutan, dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. 
Sebaliknya jika menggunakan model revaluasi, setelah diakui sebagai aset, 
suatu aset yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada 
jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi 
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akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi 
setelah tanggal revaluasi. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut 
siap untuk digunakan yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan 
kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai keinginan dan 
maksud manajemen. 
4. Standar Akuntansi Pemerintahan 
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP, 
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan 
menyajikan laporan keuangan pemerintah (Komite Pernyataan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, 2005: 1). Di dalam Standar Akuntansi 
Pemerintahan penyusunan Laporan Keuangan menggunakan dual basis, 
yang dimaksud dengan dual basis adalah pengakuan pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis 
kas (cash basis), yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, 
sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca 
menggunakan basis akrual (accrual basis), yaitu basis akuntansi yang 
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan 
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 
atau dibayarkan. Penggunaan dual basis tersebut didasarkan pada 
kenyataan bahwa pemerintah diwajibkan membuat neraca yang hanya 
dapat dibuat dengan akuntansi berbasis akrual, sedangkan di sisi lain juga 
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wajib membuat laporan realisasi anggaran yang dibuat dengan akuntansi 
berbasis kas.  
Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatur perlakuan 
akuntansi terhadap aset tetap, yang terdiri atas sebagai berikut. 
a. Klasifikasi Aset Tetap 
Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 
atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap 
Pemerintah atau Barang Milik Daerah tersebut adalah sebagai berikut. 
1) Tanah 
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Seperti: 
Tanah Perkampungan, Tanah Pertanian, Tanah Perkebunan, Kebun 
Campuran, Hutan, Tanah Kolam Ikan, Danau/ Rawa, Sungai, 
Tanah Tandus/Rusak, Tanah Alang-Alang dan Padang Rumput, 
Tanah Penggunaan Lain, Tanah Bangunan dan Tanah 
Pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya. 
2) Peralatan dan Mesin 
Peralatan dan mesin yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya 
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai, yaitu 
sebagai berikut. 
· Alat-alat besar 
Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu 
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dan lain-lain sejenisnya. 
· Alat-alat angkutan 
Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung 
tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, dan lain-lainnya 
sejenisnya. 
· Alat-alat bengkel dan alat ukur 
Alat Bengkel Bermotor, Alat Bengkel Tak Bermotor, dan lain-
lain sejenisnya. 
· Alat-alat pertanian/peternakan 
Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Pemeliharaan 
Tanaman /Pasca Penyimpanan dan lain-lain sejenisnya. 
· Alat-alat kantor dan rumah tangga 
 Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, dan lain-lain sejenisnya. 
· Alat studio dan alat komunikasi 
 Alat Studio, Alat Komunikasi dan lain-lain sejenisnya. 
· Alat-alat kedokteran 
Alat Kedokteran seperti Alat Kedokteran Umum, Alat 
Kedokteran Gigi, Alat Kedokteran Keluarga Berencana, Alat 
Kedokteran Mata, Alat Kedokteran THT, Alat Rontgen, Alat 
Farmasi, dan lain-lain sejenisnya. 
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3) Gedung dan Bangunan 
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan 
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, yaitu 
sebagai berikut. 
· Bangunan gedung 
Bangunan Gedung Tempat Kerja, Bangunan Gedung, 
Bangunan Instalansi, Bangunan Gedung Tempat Ibadah, 
Rumah Tempat Tinggal dan gedung lainnya yang sejenis. 
· Bangunan monumen 
Candi, Monumen Alam, Monumen Sejarah, Tugu Peringatan 
dan lain-lain sejenisnya. 
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan 
yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai 
oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Berikut adalah 
klasifikasinya. 
· Jalan dan jembatan 
Jalan, Jembatan, terowongan dan lain-lain jenisnya. 
· Bangunan air/irigasi 
Bangunan air irigasi, Bangunan air Pasang, Bangunan air 
Pengembangan rawa dan Polde, Bangunan Air Penganan Surya 
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dan Penanggul, Bangunan air minum, Bangunan air kotor dan 
Bangunan Air lain yang sejenisnya.  
· Instalasi 
Instalasi Air minum,  Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan 
Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi 
Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik dan lain-lain 
sejenisnya. 
· Jaringan 
Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya. 
5) Aset Tetap Lainnya 
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang 
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah 
dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap yang tidak digunakan 
untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi 
aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan 
nilai tercatatnya. Macam-macam aset tetap lainnya adalah sebagai 
berikut. 
· Buku dan perpustakaan 
Buku seperti Buku Umum Filsafah, Agama, Ilmu Sosial, Ilmu 
Bahasa, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 
Pengetahuan Praktis, Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Geografi, 
Biografi, Sejarah dan lain-lain sejenisnya. 
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· Barang bercorak kesenian/kebudayaan 
Barang Bercorak Kesenian, Kebudayan seperti Pahatan, 
Lukisan Alat-alat Kesenian, Alat Olah Raga, Tanda 
Penghargaan, dan lain-lain sejenisnya. 
· Bewan/ternak dan tumbuhan 
Hewan seperti Binatang Ternak, Binatang Unggas, Binatang 
Melata, Binatang Ikan, Hewan Kebun Binatang dan lain-lain 
sejenisnya. 
Tumbuhan-tumbuhan seperti Pohon Jati, Pohon Mahoni, Pohon 
Kenari, Pohon Asem dan lain-lain sejenisnya termasuk pohon 
ayoman/pelindung. 
6) Konstruksi dalam Pengerjaan 
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang 
dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan 
belum selesai seluruhnya, namun apabila konstruksi tersebut sudah 
selesai dibuat atau dibangun dan telah siap digunakan harus segera 
direklasifikasikan ke dalam aset tetap. 
b. Pengakuan Aset Tetap 
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus 
berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut ini. 
1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 
Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih 
dari 12 (dua belas) bulan, maka suatu entitas harus menilai manfaat 
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ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik 
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional 
pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau 
penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa 
yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan 
bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko 
terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan 
risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, 
perolehan aset tidak dapat diakui. 
2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal 
Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila 
terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap 
yang mengidentifikasikan biayanya, apabila dalam keadaan suatu 
aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran 
yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi 
pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan 
baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 
konstruksi. 
3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas 
Salah satu dari tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk 
digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan 
operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. 
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4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan 
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat 
bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti 
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap 
belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih 
adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti 
pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli 
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka 
aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa 
penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah 
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama 
pemilik sebelumnya. 
c. Pengukuran Aset Tetap 
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan 
adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar 
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat 
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi 
dan tempat yang siap untuk digunakan. Apabila penilaian aset tetap 
dengan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 
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Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara 
swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan 
biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, 
biaya perlengkapan, biaya tenaga listrik, biaya sewa peralatan, dan 
semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset 
tetap tersebut. Dan biaya tersebut ditentukan menggunakan prinsip 
yang sama seperti aset yang dibeli (setiap potongan dagang dan rabat 
dikurangkan dari harga pembelian). 
Biaya perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian 
yang lain karena biaya perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. 
Selain itu juga apabila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti 
pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya dan dalam 
keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri. Biaya 
perolehan tersebut dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal 
dengan entitas yaitu biaya untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja 
dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. 
Jenis aset tetap serta komponen-komponen biaya yang 
termasuk di dalam harga perolehan meliputi sebagai berikut. 
1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya 
perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya 
pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka 
memperoleh hak, biaya pematangan, biaya pengukuran, biaya 
penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah 
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tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua 
yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua 
tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. 
2) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah 
pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan 
mesin tersebut sampai dengan siap untuk di pakai. Biaya ini antara 
lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, 
serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan 
mempersiapkan sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap 
untuk digunakan. 
3) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh 
biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan 
sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian 
atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, biaya 
notaris, dan biaya pajak. 
4) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, 
dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan 
atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan 
sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap untuk dipakai. 
5) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya 
yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap 
pakai. 
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Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan 
suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 
diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau 
membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan 
(start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya 
suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi 
kerjanya.  
Apabila aset tetap diperoleh secara gabungan, maka biaya 
perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 
gabungan tersebut ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan 
berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 
bersangkutan. 
d. Penilaian Aset Tetap 
1) Penilaian Awal 
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui 
sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada 
awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap 
diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar 
nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Dan untuk keperluan 
penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap 
yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut 
disusun dan untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal 
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atas perolehan aset baru, suatu entitas menggunakan biaya 
perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. 
2) Penilaian Kembali 
Kebijakan umum akuntansi aset tetap dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan adalah pencatatan dilakukan dalam nilai 
perolehannya, namun ketika akan dilakukan revaluasi maka harus 
diatur dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Selain itu 
revaluasi tidak diatur secara eksplisit mengenai penilaian, apakah 
harus dilakukan secara keseluruhan aset tetap atau dapat dilakukan 
secara parsial. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai 
kembali, hal-hal yang harus diungkapkan antara lain sebagai 
berikut. 
· Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap 
· Tanggal efektif penilaian kembali 
· Nama penilai independen (jika ada) 
· Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan 
biaya pengganti 
· Nilai tercatat setiap jenis aset tetap 
e. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 
Suatu aset tetap dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan atau 
bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya dan tidak ada 
manfaat ekonomik masa yang akan datang akan diungkapkan dalam 
Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun peraturan yang mendukung 
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dalam penghentian dan pelepasan aset tetap yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara atau Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
f. Pengungkapan Aset Tetap  
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-
masing jenis aset tetap sebagai berikut. 
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 
(carrying amount). 
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 
menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan 
perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya. 
3) Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode 
penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan 
yang digunakan, nilai tercatat bruto, dan akumulasi penyusutan 
pada awal dan akhir periode. 
4) Eksistensi (keberadaan aset tetap) dan batasan hak milik atas aset 
tetap. 
5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset 
tetap. 
6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. 
7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. 
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5. Dasar Hukum Aset Tetap 
Adapun dasar hukum yang mengatur perlakuan akuntansi aset tetap 
pemerintah, yaitu sebagai berikut. 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. 
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17  Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara atau Daerah. 
 
B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 
yang mengatur tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa Pernyataan Standar 
tersebut diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan  
keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan 
akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan 
pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda. Di 
dalam Laporan Keuangan tahun 2006/2007 nilai aset tetap di neraca 
sabesar Rp. 755.926.424.190,00 yang terdiri dari saldo akhir tahun 2007 
yaitu saldo awal tahun 2007 dengan mutasi tambah/kurangnya. Standar 
Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa penilaian berdasarkan harga 
perolehan (historical cost) dan suatu aset tetap yang dihapuskan dari neraca 
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ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaanya 
dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang akan diungkapkan 
dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Harga perolehan tersebut meliputi 
harga beli dan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset 
tetap tersebut siap untuk digunakan dan penghentian/penghapusan aset 
tetap didasarkan pada Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang 
milik daerah yang dihapuskan dalam neraca sebesar nilai bukunya 
sedangkan hasil lelang barang tersebut dimasukkan dalam Lain-lain 
Pendapatan Asli Daerah yang sah. 
Berikut ini disajikan Laporan Keuangan tahun 2006/2007 beserta 
Data Mutasi Aset tahun 2007 serta Tabel Pengadaan dan Penghapusan 
barang milik daerah. 
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Neraca tahun 2006/2007 Kabupaten Sukoharjo. 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 
NERACA 
 PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006 
 
NO URAIAN Tahun 2007 Tahun 2006 
    Rp Rp 
1 ASET     
2 ASET LANCAR     
3      Kas di Kas Daerah  88,285,984,685.00 121,484,868,432.00 
4      Kas di Bendahara Pengeluaran 2,130,925,610.00 712,847,628.00 
5      Kas di Bendahara Penerimaan - - 
6      Investasi Jangka Pendek - - 
7      Piutang Pajak 1,048,940,240.00 1,258,605,395.00 
8      Piutang Retribusi 880,026,844.00 589,267,160.00 
9      Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - 
10      Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - 
11      Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat - - 
12      Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - 
13      Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - 
14      Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan - - 
15      Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) - - 
16      Piutang Lainnya - 2,000,000.00 
17      Persediaan 6,308,082,816.34 7,064,473,469.48 
18           Jumlah Aset Lancar (3 s/d 17) 98,653,960,195.34 131,112,062,084.48 
19 INVESTASI JANGKA PANJANG   
20 Investasi Nonpermanen   
21      Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - 
22      Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - 
23      Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - 
24      Investasi dalam Surat Utang Negara - - 
25      Investasi dalam Proyek Pembangunan - - 
26      Investasi Nonpermanen lainnya - - 
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27           Jumlah Investasi Nonpermanen (21 s/d 26) - - 
28 Investasi Permanen   
29      Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 50,512,489,358.00 37,912,489,358.00 
30      Investasi Permanen lainnya - - 
31           Jumlah Investasi Permanen (29 s/d 30) 50,512,489,358.00 37,912,489,358.00 
32           Jumlah Investasi Jangka Panjang (27+31) 50,512,489,358.00 37,912,489,358.00 
33 ASET TETAP   
34      Tanah 162,453,379,200.00 162,453,379,200.00 
35      Peralatan dan Mesin 90,358,661,552.00 59,849,902,318.00 
36      Gedung dan Bangunan 234,403,798,275.00 194,215,159,088.00 
37      Jalan, Irigasi dan Jaringan  215,517,422,021.00 171,555,937,201.00 
38      Aset Tetap Lainnya 53,193,163,142.00 44,828,952,274.00 
39      Konstruksi dalam Pengerjaan - - 
40      Akumulasi Penyusutan - - 
41           Jumlah Aset Tetap (34 s/d 40) 755,926,424,190.00 632,903,330,081.00 
42 DANA CADANGAN   
43 Dana Cadangan   
44 Jumlah Dana Cadangan (43) - - 
45 ASET LAINNYA   
46      Tagihan Penjualan Angsuran - - 
47      Tuntutan Perbendaharaan - - 
48      Tuntutan Ganti Rugi - - 
49      Kemitraan dengan pihak ketiga - - 
50      Aset Tak Berwujud - - 
51      Aset Lain - Lain - - 
52           Jumlah Aset lainnya (46 s/d 51) - - 
53 JUMLAH ASET (18+32+41+44+52) 905,092,873,743.34 801,927,881,523.48 
54     
55 KEWAJIBAN   
56 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   
57      Utang Perhitungan Pihak Ketiga 62,519,224.69 118,832,010.69 
58      Utang Bunga  - - 
59      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 183,781,048.71 238,336,952.52 
60      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah - - 
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Lainnya 
61 
     Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 
Bank - - 
62 
     Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan 
bukan Bank - - 
63      Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi - - 
64      Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya - - 
65      Utang Jangka Pendek Lainnya - - 
66            Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (57 s/d 65) 246,300,273.40 357,168,963.21 
67 KEWAJIBAN JANGKA  PANJANG   
68      Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 1,025,224,359.07 1,209,005,406.77 
69      Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya - - 
70      Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank - - 
71      Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank - - 
72      Utang Dalam Negeri - Obligasi - - 
73      Utang Jangka Panjang Lainnya - - 
74            Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (68 s/d 73) 1,025,224,359.07 1,209,005,406.77 
75 JUMLAH KEWAJIBAN (66+74) 1,271,524,632.47 1,566,174,369.98 
76 EKUITAS DANA   
77 EKUITAS DANA LANCAR     
78      Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 90,389,015,754.31 122,122,853,493.31 
79      Pendapatan yang Ditangguhkan - - 
80      Cadangan Piutang 1,928,967,084.00 1,849,872,555.00 
81      Cadangan Persediaan 6,308,082,816.34 7,064,473,469.48 
82 
     Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 
Jangka Pendek (218,405,732.71) (282,306,396.52) 
83 Jumlah Ekuitas Dana Lancar (78 s/d 82) 98,407,659,921.94 130,754,893,121.27 
84 EKUITAS DANA INVESTASI     
85      Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 50,512,489,358.00 37,912,489,358.00 
86      Diinvestasikan dalam Aset Tetap 755,926,424,190.00 632,903,330,081.00 
87      Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - 
88 
     Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 
Jangka Panjang (1,025,224,359.07) (1,209,005,406.77) 
89 Jumlah Ekuitas Dana Investasi (85 s/d 88) 805,413,689,188.93 669,606,814,032.23 
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90 EKUITAS DANA CADANGAN     
91      Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - 
92 Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (91) - - 
93 JUMLAH EKUITAS DANA (83+89+92) 903,821,349,110.87 800,361,707,153.50 
94 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (75 + 93) 905,092,873,743.34 801,927,881,523.48 
( Tabel II.1) Tabel Laporan Keuangan Tahun 2006/2007 
Kabupaten Sukoharjo 
 
Data Mutasi Aset Tetap tahun 2007: 
Mutasi 1 Januari  2007 s.d 31 Desember 2007 
Jenis Aset Tetap Saldo Awal 1/1/2007 
Tambah Kurang 
Saldo Akhir 31/1/2007
Tanah          162,453,379,200.00                                           -                                                -               162,453,379,200.0
Peralatan dan Mesin            59,849,902,318.00               30,635,959,234.00  
                       
127,200,000.00                 90,358,661,552.00 
Gedung & Bangunan          194,215,159,088.00               40,188,639,187.00                                                -               234,403,798,275.00 
Jalan, Irigasi dan Jaringan          171,555,937,201.00               43,961,484,820.00                                                -               215,517,422,021.00 
Aset Tetap Lainnya            44,828,952,274.00                 8,364,210,868.00                                                -                 53,193,163,142.00 
Jumlah     632,903,330,081.00        123,150,294,109.00  
                   
127,200,000.00          755,926,424,190.00 
( Tabel II.2 ) Tabel data Mutasi Aset Tetap tahun 2007 
Penambahan aset tetap tahun 2007 sebesar Rp. 123.150.294.109,00, 
penambahan tersebut diperoleh data antara lain sebagai berikut. 
1. Penambahan sebesar Rp123.087.294.109,00 bersumber dari APBD 
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui pos Belanja Modal yang 
terinci sebagai berikut : 
Peralatan dan Mesin   Rp    30.572.959.234,00 
Gedung dan Bangunan   Rp    40.188.639.187,00 
Jalan, Irigasi dan Jaringan  Rp    43.961.484.820,00 
Aset Tetap lainnya   Rp      8.364.210.868,00 
Jumlah     Rp  123.087.294.109,00 
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2. Penambahan atas Pengadaan Mesin Jahit (alat-alat rumah tangga) dari 
Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 
Penduduk sebesar Rp. 63.000.000,00. 
Penambahan aset tetap tersebut terdiri dari pengadaan barang jasa 
dan Belanja Modal, berikut tabel pengadan barang tahun 2007 sehubungan 
dengan Tabel II.2 diatas.  
DAFTAR BARANG MILIK DAERAH 
PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2007 
YANG BERSUMBER DARI BELANJA MODAL 
    
JENIS BELANJA MODAL/JENIS ASET 
TETAP 
NILAI PEROLEHAN BIAYA JUMLAH BELANJA 
MODAL 
        
TANAH - - - 
        
PERALATAN DAN MESIN       
alat-alat besar  Rp     10,626,734,052.00     Rp    10,626,734,052.00  
alat-alat angkutan  Rp       7,112,805,000.00   Rp   9,737,750.00   Rp      7,122,542,750.00  
alat-alat bengkel dan alat ukur  Rp          925,139,000.00     Rp         925,139,000.00  
alat-alat pertanian  Rp       1,594,391,000.00     Rp      1,594,391,000.00  
alat-alat kantor dan rumah tangga  Rp       8,357,855,987.00   Rp   3,600,175.00   Rp      8,361,456,162.00  
alat-alat studio dan komunikasi  Rp          586,745,545.00     Rp         586,745,545.00  
alat-alat kedokteran  Rp            95,235,000.00   Rp 15,009,725.00   Rp         110,244,725.00  
alat-alat laboratorium  Rp       1,297,886,000.00     Rp      1,297,886,000.00  
alat-alat persenjataan dan keamanan  Rp            10,820,000.00     Rp           10,820,000.00  
TOTAL PERALATAN DAN MESIN  Rp     30,607,611,584.00   Rp 28,347,650.00   Rp    30,635,959,234.00  
        
GEDUNG DAN BANGUNAN       
bangunan gedung  Rp     40,178,195,187.00   Rp 10,444,000.00   Rp    40,188,639,187.00  
monumen       
TOTAL GEDUNG DAN BANGUNAN  Rp     40,178,195,187.00   Rp 10,444,000.00   Rp    40,188,639,187.00  
        
JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN       
jalan dan jembatan  Rp     29,384,693,890.00   Rp   9,248,000.00   Rp    29,393,941,890.00  
bangunan air/irigasi  Rp     10,207,652,930.00   Rp   4,864,000.00   Rp    10,212,516,930.00  
instalasi  Rp       4,349,146,000.00   Rp   5,880,000.00   Rp      4,355,026,000.00  
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TOTAL JALAN, IRIGASI, DAN JEMBATAN  Rp     43,941,492,820.00   Rp 19,992,000.00   Rp    43,961,484,820.00  
        
ASET TETAP LAINNYA       
buku dan perpustakaan  Rp       2,935,163,000.00   Rp   3,119,875.00   Rp      2,938,282,875.00  
barang bercorak kebudayaan  Rp          100,834,500.00   Rp   1,005,675.00   Rp         101,840,175.00  
hewan, ternak, dan tanaman  Rp       5,308,782,418.00   Rp 15,305,400.00   Rp      5,324,087,818.00  
TOTAL ASET TETAP LAINNYA  Rp       8,344,779,918.00   Rp 19,430,950.00   Rp      8,364,210,868.00  
        
TOTAL ASET TETAP  Rp   123,072,079,509.00   Rp 78,214,600.00   Rp  123,150,294,109.00  
 (Tabel II.3) Tabel data pengadaan Barang Milik Daerah 
 
Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin selama tahun 2007 
sebesar Rp127.200.000,00 berupa penghapusan di beberapa SKPD yang 
terdiri dari atas sebagai berikut. 
1. 2 buah Pick Up Merk Toyota di Dinas Perindagkop dan Bagian Umum 
2. 1 buah Station Wagon merk Izusu di Bagian Umum 
3. 71 buah sepeda motor berbagai merk 
Data penghapusan Barang Milik Daerah sehubungan dengan Tabel 
II.2 diatas. 
DAFTAR INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH 
PENGHAPUSAN TAHUN ANGGARAN 2007 
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 
     
     
DASAR 
PENGHAPUSAN 
NAMA BARANG KETERANGAN NILAI BUKU HARGA LELANG 
toyota pick-up perindagkop  Rp         17,000,000.00  
 Rp              7,000,000  
toyota pick-up bagian umum  Rp         18,000,000.00  
 Rp              8,500,000  
keputusan 
SEKDA selaku 
pengelola 
barang No. 
024/1024/2007 isuzu stasion wagon bagian umum  Rp         12,700,000.00  
 Rp           17,000,000  
  suzuki sepeda motor KPM  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor KPM  Rp            1,000,000.00   Rp                  725,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
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yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  725,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
  honda sepeda motor DKKBC  Rp            1,250,000.00   Rp                  775,000  
  
yamaha sepeda 
motor DKKBC  Rp            1,200,000.00   Rp                  750,000  
  suzuki sepeda motor DPKD  Rp            1,000,000.00   Rp                  750,000  
  honda sepeda motor Dishubparkeb  Rp            1,250,000.00   Rp                  200,000  
  honda sepeda motor Dishubparkeb  Rp            1,250,000.00   Rp                  250,000  
  
yamaha sepeda 
motor Dishubparkeb  Rp            1,200,000.00   Rp                  775,000  
  honda sepeda motor BAPPEDA  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor BAPPEDA  Rp            1,250,000.00   Rp              1,100,000  
  honda sepeda motor BAPPEDA  Rp            1,250,000.00   Rp              1,100,000  
  honda sepeda motor BAPPEDA  Rp            1,250,000.00   Rp                  875,000  
  honda sepeda motor BAPPEDA  Rp            1,250,000.00   Rp              1,100,000  
  honda sepeda motor SATPOL PP  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Pemerintahan  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Pemerintahan  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Kesbanglinmas  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,000,000.00   Rp                  400,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  suzuki sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,000,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Umum  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  suzuki sepeda motor Bagian Hukum  Rp            1,200,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp              1,350,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp              1,100,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp              1,050,000  
  honda sepeda motor Bagian Perlengkapan  Rp            1,250,000.00   Rp              1,350,000  
  honda sepeda motor Bagian Bina Sosial  Rp            1,250,000.00   Rp                  725,000  
  suzuki sepeda motor Kecamatan Sukoharjo  Rp            1,000,000.00   Rp                  750,000  
  suzuki sepeda motor Kecamatan Sukoharjo  Rp            1,000,000.00   Rp                  725,000  
  suzuki sepeda motor Kecamatan Sukoharjo  Rp            1,000,000.00   Rp                  750,000  
  yamaha sepeda DPU  Rp            1,000,000.00   Rp                  400,000  
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motor 
  honda sepeda motor DPU  Rp            1,250,000.00   Rp                  150,000  
  binter sepeda motor DPU  Rp                750,000.00   Rp                  150,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  500,000  
  suzuki sepeda motor Dinas Pendidikan  Rp            1,000,000.00   Rp                  550,000  
  TOTAL  Rp      127,200,000.00   Rp    79,675,000.00  
(tabel II.4) Tabel penghapusan barang milik daerah 
 
Dari analisis data diatas, dapat ditemukan bahwa penilaian aset 
tetap berdasarkan pada harga perolehan (historical cost). Seperti pada 
Peralatan dan Mesin, harga perolehan tersebut terdiri dari harga perolehan 
Peralatan dan Mesin tersebut ditambah biaya-biaya sampai dengan 
peralatan dan mesin tersebut siap untuk digunakan yaitu nilainya sebesar 
Rp 30.572.959.234,00 ditambah dengan Belanja Pengadaan Mesin Jahit 
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dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 63.000.000,00. Penambahan 
pengadaan Mesin Jahit dan belanja Barang dan Jasa tersebut tidak 
diperoleh data yang lengkap karena banyaknya dokumen-dokumen aset 
tetap yang sulit ditemukan, dari total penambahan tersebut diperoleh saldo 
Peralatan dan Mesin sebesar Rp 30.635.959.234,00. Dan harga perolehan 
untuk Gedung dan Bangunan nilainya sudah sesuai dengan data 
penghapusan aset tetap diatas, hanya saja untuk monumen yang merupakan 
aset bersejarah sulit diakui nilainya karena nilainya yang sangat besar. 
Sedangkan Jalan Irigasi dan Jembatan, dan Aset Tetap Lainnya nilainya 
sesuai dengan tabel pengadaan barang diatas. Penghapusan aset tetap 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan 
didalam Standar Akuntansi Pemerintah disebutkan bahwa aset tetap yang 
dihapuskan dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen 
dihentikan penggunaanya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan 
datang akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, aset tetap 
yang dihapuskan dicatat dalam neraca sebesar nilai bukunya dan hasil 
penjualan lelang akan dimasukkan kedalam Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang sah. 
Pada dasarnya didalam Standar Akuntansi Keuangan No. 16 dan 
Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang akuntansi terhadap aset 
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tetap, hampir terdapat kesamaan dalam perlakuannya baik dalam 
pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan, maupun penilaian 
awal aset tetap. Namun demikian didalam Laporan Keuangan Tahun 
2006/2007 Kabupaten Sukoharjo terdapat kebijakan akuntansi yang 
menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang sampai dengan tahun 2007 
belum diterapkan, yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan, hal tersebut 
disebabkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo belum mau 
menerapkan penyusutan aset tetap. 
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BAB III 
TEMUAN 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, penulis 
menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan pada penerapan akuntansi 
terhadap aset tetap Pemerintah yang diterapkan pada Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, antara lain 
sebagai berikut. 
A. Kelebihan 
1. Penilaian aset tetap pemerintah daerah menggunakan prinsip dasar yaitu 
harga perolehan (historical cost)  
2. Diadakannya perputaran jabatan di setiap tahunnya, hal ini untuk 
menghindari para pegawai yang melakukan kecurangan dalam bentuk 
apapun terutama dalam bidang aset. 
 
B. Kelemahan 
1. Di dalam neraca Kabupaten Sukoharjo, sistem pencatatan yang digunakan 
masih menggunakan single entry. 
2. Banyaknya aset tetap yang sulit diakui, hal ini  terkait dengan banyaknya 
jenis aset tetap yang dimiliki pemerintah termasuk aset budaya/sejarah 
dikarenakan jumlahnya yang sangat besar. 
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3. Kurangnya dokumen-dokumen pendukung yang dapat memungkinkan 
terjadinya kesalahan dalam mencatat data yang menyebabkan nilai aset 
sulit diyakini kewajarannya. 
4. Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2006/2007 Kabupaten Sukoharjo, 
terdapat salah satu kebijakan akuntansi yang menurut Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang sampai dengan saat ini belum diterapkan yaitu aset 
tetap belum dilakukan penyusutan. 
5. Pengamanan atas aset kurang memadai, misalnya hilangnya perangkat 
computer dan CPU tidak pada jam kerja.  Hal ini dikarenakan banyaknya 
Sumber Daya Manusia yang kurang memperhatikan tugasnya dalam 
bidang aset daerah. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
  
A. KESIMPULAN 
Dalam rangka pembaharuan aset tetap daerah di dalam menghadapi era 
globalisasi ini, diperlukan adanya suatu Standar Akuntansi Pemerintahan yang 
secara nasional baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
sehingga pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah dapat lebih 
transparan, auditabel dan dapat diakses dengan baik oleh publik. Dari uraian 
tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut. 
1. Penerapan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan harus 
dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi 
daerah. 
2. Banyaknya klasifikasi aset tetap dan besarnya nilai aset tetap pemerintah 
sehingga menimbulkan banyaknya aset tetap pemerintah yang sulit diakui 
seperti aset budaya/sejarah. 
3. Penilaian aset tetap pemerintah daerah tetap menggunakan prinsip dasar 
yaitu nilai historis atau harga perolehan. 
4. Peningkatan aset tetap dari tahun 2006/2007 sebesar Rp. 122.960.094,00 
yaitu bertambahnya aset tetap sebesar 123.150.294.109,00 ditambah 
dengan penambahan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp. 63.000.000,00 
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serta dihapuskannya aset tetap sebesar Rp. 127.200.000,00 yang berarti 
bahwa lebih besar pengadaan barang atau bertambahnya Barang Milik 
Daerah. 
 
B. REKOMENDASI 
Berdasarkan kelemahan dalam pembahasan sebelumnya dan dengan 
harapan dapat memberi sedikit masukan dan gagasan baru bagi pemerintah, 
maka penulis akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan 
masalah penerapan aset tetap pemerintah khususnya pada perolehan dan 
penghentian aset tetap pemerintah. Berikut ini adalah saran yang penulis 
berikan bagi penerapan aset tetap pemerintah di Kabupaten Sukoharjo. 
1. Perlu diadakan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia melalui pelatihan 
dan bimbingan teknis (BIMTEK) di lingkungan Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo 
dengan memberikan pembinaan mental, spiritual, dan pembekalan tentang 
aset khususnya kepada karyawan yang menangani aset. 
2. Sebaiknya diadakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen-
dokumen tentang aset tetap khususnya pada perolehan aset tetap agar tidak 
terjadi kekeliruan pencatatan dalam menilai aset tetap yang nantinya 
berpengaruh pada laporan keuangan suatu entitas. 
3. Sistem pencatatan dalam neraca di tahun anggaran mendatang sebaiknya 
menggunakan double  entry yang sesuai dengan Standar Akuntansi 
Pemerintah. 
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4. Aset budaya/sejarah harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari 
segala macm tindakan yang dapat merusak aset bersejarah tersebut dan 
harus dicantumkan didalam Catatan Atas Laporan Keuangan. 
5. Apabila sudah dilakukannya penyusutan pada tahun anggaran mendatang, 
sebaiknya diketahui nilai buku yang disusutkan, masa manfaat aset tetap, 
dan kondisi yang menyebabkan penurunan aset tetap yang nantinya 
penyusutan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan suatu entitas.   
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 17 TAHUN 2007 
 
TENTANG 
 
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK 
DAERAH 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
MENTERI DALAM NEGERI, 
 
Menimbang : Menimbang bahwa untuk melaksanakan 
ketentuan pasal 74 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 
tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang 
Penjualan Rumah Negeri kepada 
Pegawai Negeri sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 158); 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang PokokPokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 
Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
2013); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
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Pengganti Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 
1971 tentang Penjualan Kendaraan 
Perorangan Dinas Milik Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2967); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3573) 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 
tentang Rumah Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4515); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan dan Hak Pakai atas 
Tanah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3643); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
4503; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
20,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4609); 
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 
1974 tentang Tata Cara Penjualan 
Rumah Negeri; 
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 80 Tahun  2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4330) sebagaimana 
telah di ubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 85 
Tahun 2006 tentang Perubahan keenam 
atas keputusan Presiden Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
5 Tahun 1997 tentang Tuntutan 
Pembendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman 
Penyerahan Barang dan Hutang Piutang 
pada Daerah yang Baru Dibentuk 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem 
Informasi Manajemen Barang Daerah; 
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor 
Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang 
Daerah Provinsi/Kabupaten Kota; 
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Penilaian Barang Daerah; 
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 130 Tahun 2003 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen 
Dalam Negeri; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 
No.7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah 
Daerah; 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI DALAM 
NEGERI TENTANG PEDOMAN 
TEKHNIS PENGELOLAAN BARANG 
MILIK DAERAH. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, yang dimaksud 
dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggaraan pemerintah daerah 
2. Kepala daerah adalah Gubernur bagi daerah Provinsi, 
Bupati bagi daerah Kabupaten,Walikota bagi daerah Kota. 
3. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah atau perolehan lainnya yang sah. 
4. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut 
pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung 
jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik 
daerah. 
5. Pembantu pengelola barang milik daerh selanjutnya 
disebut disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang 
bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan 
pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan 
kerja perangkat daerah. 
6. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut 
pengguna adalah pejabat pemegang kewenagan 
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penggunaan milik daerah. 
7. Kuasa penggunaan barang milik derah adalah kepala 
satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna 
untuk menggunakan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 
8. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan 
memgeluarkan barang. 
9. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses 
pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat 
daerah/unit  kerja. 
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang. 
11. Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna 
barang.  
12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan 
rincian kebutuhan barang milik daerah untuk 
menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan 
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam 
melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan 
datang. 
13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan 
kebutuhan barang daerah dan jasa. 
14. Penyaluran adalah kegiatan untuk 
menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari gudang 
ke unit kerja pemakai. 
15. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang 
dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam 
keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya 
guna dan berhasil guna. 
16. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam 
pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, 
administratif dan tindakan upaya hukum. 
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata 
usaha kan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
bersangkutan. 
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah 
yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 
bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 
bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak 
mengubah status kepemilikan. 
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak 
lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima 
imbalan uang tunai. 
20. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar 
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa 
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menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut 
berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. 
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang 
milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu 
dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan 
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 
22. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik 
daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam 
jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk 
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan 
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya 
jangka waktu. 
23. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik 
daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara 
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, 
dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk 
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka 
waktu tertentu yang disepakati. 
24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik 
daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat 
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk 
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna 
dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan 
fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 
25. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang 
milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan 
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau 
disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah. 
26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik 
daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian 
dalam bentuk uang. 
27. Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah 
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang 
dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 
Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah 
Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian 
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai 
seimbang. 
28. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari 
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar 
pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada 
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 
29. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan 
kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan 
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham 
daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan 
hukum lainnya. 
30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik 
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daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, 
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik 
daerah. 
32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang 
selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan 
relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk 
memperoleh nilai barang milik daerah. 
33. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan 
DBP adalah daftar yang memuat data barang yang 
digunakan oleh masing-masing pengguna. 
34. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat 
DBKP adalah daftar yang   memuat data barang yang 
dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. 
35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan 
Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan 
kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain- lain barang 
yang memerlukan standarisasi. 
36. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang 
sesuai jenis,spesifikasi dan   kualitas dalam 1 (satu) 
periode tertentu. 
 
 
 
Pasal 2 
Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari 
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara 
terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. 
 
Pasal 3 
(1) Barang milik Daerah meliputi: 
a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; 
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
meliputi: 
a.  barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang 
sejenis; 
b.  barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak;  
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-
undang; atau 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Pasal 4 
(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, 
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan 
kepastian nilai. 
(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi: 
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
b. Pengadaan 
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 
d. Penggunaan 
e. penatausahaan; 
f. pemanfaatan; 
g. pengamanan dan pemeliharaan; 
h. penilaian; 
i. penghapusan; 
j. pemindahtanganan; 
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; 
I.  pembiayaan; dan 
m. tuntutan ganti rugi. 
 
BAB II 
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 
 
Pasal 5 
(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab 
atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik 
daerah; 
(2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala 
Daerah dibantu oleh:  
a.  Sekretaris Daerah selaku pengelola; 
b.  Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit 
pengelola barang milik daerah selaku pembantu 
pengelola; 
c.  Kepala SKPD selaku pengguna; 
d.  Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa 
pengguna;  
e.  Penyimpan barang milik daerah; dan 
f.  Pengurus barang milik daerah. 
      
Pasal 6 
(1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
barang milik daerah, mempunyai wewenang : 
a.  menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik 
daerah; 
b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau 
pemindahtanganan tanah dan     bangunan; 
c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik 
daerah; 
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d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik 
daerah yang memerlukan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 
e.  menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan 
barang milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan 
f.  menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah 
selain tanah dan/atau bangunan. 
 
 (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan 
bertanggungjawab: 
a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan 
barang milik daerah; 
b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang 
milik daerah; 
c.  meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan 
pemeliharaan/perawatan barang   milik daerah; 
d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan 
dan pemindahtanganan   barang milik daerah yang 
telah disetujui oleh Kepala Daerah; 
e.  melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 
inventarisasi barang milik daerah;   dan 
f.  melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
pengelolaan barang milik daerah. 
(3) Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola 
barang milik daerah    bertanggungjawab mengkoordinir 
penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang 
ada pada masing-masing SKPD; 
(4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna 
barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah 
bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya 
kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 
b. mengajukan permohonan penetapan status untuk 
penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang 
diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya 
yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah 
yang dipimpinnya; 
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 
f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik 
daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 
memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola; 
g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak 
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah 
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yang dipimpinnya kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola; 
h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam 
penguasaannya; dan 
 i.  menyusun dan menyampaikan Laporan Barang 
Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang 
Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam 
penguasaannya kepada pengelola. 
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kuasa 
pengguna barang milik daerah, berwenang dan 
bertanggung jawab: 
a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah 
bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; 
b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik 
daerah yang berada dalam penguasaannya; 
c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; 
d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah 
yang berada dalam penguasaannya; 
e.  melakukan pengawasan dan pengendalian atas 
penggunaan barang milik daerah yang ada dalam 
penguasaannya; dan 
f.  menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa 
Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang 
Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada 
dalam penguasaannya kepada kepala satuan kerja 
perangkat daerah yang bersangkutan. 
(6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan 
menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa 
pengguna; dan 
(7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah 
dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa 
pengguna. 
 
BAB III 
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN 
PENGANGGARAN  
 
Pasal 7 
(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun 
dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 
daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik 
daerah yang ada. 
(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah 
disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dengan memperhatikan data barang 
yang ada dalam pemakaian. 
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(3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja 
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 
(4) Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan 
dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah (RKPBMD). 
(5) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan 
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai 
dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 
masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai 
bahan penyusunan Rencana APBD. 
 
Pasal 8 
Pengelola bersama pengguna membahas usul Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah/Rencana Kebutuhan 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah masing-masing SKPD 
tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna 
dan/atau pengelola untuk ditetapkan sebagai Rencana 
Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana 
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD). 
 
Pasal 9 
(1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun 
Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan 
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan 
pemeliharaan barang milik daerah. 
(2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan 
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
(DKPBD), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
Pasal 10 
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Kepala Biro/Bagian Perlengkapan/Umum/Unit pengelola 
barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai 
Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
 
BAB IV 
PENGADAAN 
 
Pasal 11 
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan 
prinsip-prinsip efisien,efektif, transparan dan terbuka, 
bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. 
 
Pasal 12 
(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan 
oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah. 
(2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada 
SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa. 
 
Pasal 13 
(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat 
khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
Pasal 14 
(1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan 
pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa 
Pemerintah Daerah. 
(2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Daerah 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
(3) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada 
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk 
membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa. 
 
Pasal 15 
(1) Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa 
pemerintah daerah kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola. 
(2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa. 
 
 
BAB V 
PENERIMAAN DAN PENYALURAN 
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Pasal 16 
(1) Hasil pengadaan barang diterima oleh 
penyimpan barang. 
(2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan 
barang milik daerah. 
(3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau 
tempat penyimpanan. 
 
Pasal 17 
(1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak 
diterima oleh Kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada 
Kepala Daerah untuk ditetapkan penggunaanya. 
(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang 
Daerah, dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan. 
 
Pasal 18 
(1) Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) bertugas memeriksa, meneliti dan 
menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan 
persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja atau 
kontrak/perjanjian dan dibuatkan Berita Acara 
Pemeriksaan. 
(2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan 
sebagai salah satu syarat pembayaran. 
 
Pasal 19 
(1)  Pemerintah Daerah menerima barang dari pemenuhan 
kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau 
pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu. 
(2)  Pemerintah Daerah dapat menerima barang dari Pihak 
Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan 
penyerahan dari masyarakat. 
(3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah.
(4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga seb
(5) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah. 
  
Pasal 20 
(1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang 
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang 
(SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan 
Berita Acara Serah Terima. 
(2) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada 
Pengelola melalui pembantu pengelola. 
(3) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang 
kepada pengguna. 
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BAB VI   
PENGGUNAAN 
 
Pasal 21 
Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat 
dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung 
pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
bersangkutan. 
 
Pasal 22 
(1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 
(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan tata 
cara sebagai berikut: 
a.  pengguna melaporkan barang milik daerah yang 
diterima kepada pengelola disertai dengan usul 
penggunaannya; dan 
b.  pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a,     untuk ditetapkan 
status penggunaannya. 
 
Pasal 23 
(1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan 
dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau 
bangunan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa 
pengguna. 
(2) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan 
tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris 
lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna 
dan/atau kuasa pengguna kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola. 
 
Pasal 24 
(1) Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau 
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan 
tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala 
Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana 
pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud. 
(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai 
tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penetapan status 
penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya. 
 
 
 
BAB VII  
PENATAUSAHAAN  
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Bagian Pertama Pembukuan  
Pasal 25 
(1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan 
pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang 
Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) 
menurut penggolongan dan kodefikasi barang. 
(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, 
C, D, Edan F. 
(3) Pembantu pengelola melakukan rekapitulasi atas 
pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang 
Milik Daerah (DBMD). 
Pasal 26 
(1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyimpan dokumen 
kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan 
bangunan. 
(2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah 
dan/atau bangunan milik pemerintah daerah. 
 
 
 
Bagian Kedua 
Inventarisasi 
 
Pasal 27 
(1) Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang 
milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun 
Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta 
rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. 
(2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus 
barang milik daerah. 
(3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah. 
(4) Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, 
dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. 
(5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola 
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. 
(6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi 
barang milik daerah. 
(7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan 
konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
 
 
Bagian Ketiga  
Pelaporan  
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Pasal 28 
(1) Pengguna/kuasa pengguna menyusun laporan barang 
semesteran dan tahunan. 
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada Kepala Daerah melalui pengelola. 
(3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik 
Daerah (LBMD). 
Pasal 29 
(2) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk 
menyusun neraca Pemerintah Daerah. 
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan secara berjenjang. 
Pasal 30 
Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta 
pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28, 
mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang 
Daerah (SIMBADA). 
 
 
BAB VIII  
PEMANFAATAN  
 
Bagian Pertama  
Kriteria Pemanfaatan  
 
Pasal 31 
(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang 
dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna 
setelah mendapat persetujuan pengelola. 
(2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan 
Kepala Daerah. 
(3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, 
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan 
pengelola. 
(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan 
kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum. 
 
 
Bagian Kedua 
Bentuk Pemanfaatan 
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Pasal 32 
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa: 
a.  Sewa; 
b.  Pinjam Pakai; 
c.  Kerjasama Pemanfaatan; dan 
d.  Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna. 
 
Bagian Ketiga  
Sewa 
  
Pasal 33 
(1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak 
bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah 
daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang 
menguntungkan daerah. 
(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status 
kepemilikan barang daerah. 
(3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat 
persetujuan dari Kepala Daerah. 
(4) Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah 
dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang 
masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh 
pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. 
(5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 
5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 
(6)  Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian 
sewa-menyewa,yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, 
dan jangka waktu; 
c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan 
d.  persyaratan lain yang dianggap perlu. 
(7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah. 
  
Pasal 34 
(1) Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dikenakan 
retribusi. 
(2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
 
 
 
Bagian Keempat 
Pinjam Pakai 
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Pasal 35 
(1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan 
maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat 
dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; 
(2) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan 
Kepala Daerah; 
(3) Barang milik daerah yang dipinjampakaikan tidak merubah 
status kepemilikan barang daerah; 
(4) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling 
lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; 
(5) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 
a.  pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b.  jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan; 
c.  jangka waktu peminjaman; 
d.  tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan 
pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu. 
 
Bagian Kelima 
Kerjasama Pemanfaatan 
 
Pasal 36 
 
Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain 
dilaksanakan dalam rangka: 
a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik 
daerah;dan 
b. Meningkatkan penerimaan daerah 
 
Pasal 37 
(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
sebagai berikut: 
a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah 
dan/atau bangunan yang sudah di serahkan oleh 
pengguna kepada pengelola; 
b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau 
bangunan yang masih digunakan oleh pengguna;dan 
c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain 
tanah dan/atau bangunan. 
(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan 
oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Kepala 
Daerah. 
(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, 
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan 
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persetujuan pengelola.  
 
Pasal 38 
(1) kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam 
APBD untuk memenuhi biaya 
operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu 
dilakukan terhadap barang milik daerah dimaksud; 
b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui 
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5(lima) peserta/peminat, kecuali untuk 
kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan 
penunjukan langsung; 
c. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan hsil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari 
hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Kepala 
Daerah; dan 
d. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas 
daerah setiap tahun selama jangka waktu 
pengoperasian. 
(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman 
tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
penyusunan surat perjanjian, konsultan 
pelaksana/pengawas, dibebankan pada Pihak Ketiga. 
(4) Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama 
pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan 
barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama 
pemanfaatan. 
(5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat 
diperpanjang. 
 
Pasal 39 
Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Kepala 
Daerah menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah 
dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
 
 
Bagian Keenam 
Bangun Guna Serah 
 
Pasal 40 
(1) Bangun Guna Serah barang milik daerah dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas 
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 
kepentingan pelayanan umum dalam rangka 
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penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan 
oleh pengguna kepada Kepala Daerah; dan 
c.  tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas 
dimaksud. 
(2) Bangun Guna Serah barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola 
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. 
 
Pasal 41 
(1) Penetapan mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui 
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. 
(2) Mitra Bangun Guna Serah yang telah ditetapkan selama 
jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban 
sebagai berikut: 
a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang 
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan 
tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah; 
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau 
memindahtangankan objek Bangun Guna Serah; dan 
c. memelihara objek Bangun Guna Serah; 
(3) Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik 
Pemerintah Daerah. 
(4) Objek bangun guna serah berupa tanah dan/atau bangunan 
tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan. 
(5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik 
pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau 
diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. 
(7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat 
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 
a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b. objek bangun guna serah; 
c. jangka waktu bangun guna serah; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 
perjanjian; dan 
e. persyaratan lain yang dianggap perlu; 
(8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama 
pemerintah daerah. 
(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman 
tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
penyusunan Surat Perjanjian, konsultan 
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pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang. 
(11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek 
bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat 
pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum 
penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 
 
Bagian Keenam 
Bangun Serah Guna  
 
Pasal 42 
(1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas 
bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk 
kepentingan pelayanan umum dalam rangka 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 
b. tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan 
oleh pengguna kepada Kepala Daerah; dan 
c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas 
dimaksud. 
(2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola 
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. 
 
Pasal 43 
(1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui 
tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-
kurangnya 5 (lima) peserta/peminat. 
(2) Mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama 
jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban 
sebagai berikut: 
a. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang 
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan 
tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah; 
b. tidak menjaminkan, menggadaikan atau 
memindahtangankan objek Bangun Serah Guna; dan 
c.  memelihara objek Bangun Serah Guna; 
(3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik 
pemerintah daerah. 
(4) Objek bangun serah guna berupa tanah tidak boleh 
dijadikan jaminan  hutang/ diagunkan. 
(5) Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik 
pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan 
utang/diagunkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
(6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani. 
(7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat 
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perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: 
a.  pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; 
b.  objek bangun serah guna; 
c.  jangka waktu bangun serah guna; 
d.  hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam 
perjanjian; dan  
e.  persyaratan lain yang dianggap perlu; 
(8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama 
pemerintah daerah. 
(9) Biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman lelang, 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
(10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan 
penyusunan surat perjanjian, konsultan 
pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang.  
 
 
Pasal 44 
Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a.  mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil 
Bangun Serah Guna kepada Kepala Daerah setelah 
selesainya pembangunan; 
b.  mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang 
milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan 
dalam surat perjanjian; dan 
c. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek 
Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat 
pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum 
penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 
 
BAB IX  
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN  
 
Bagian Pertama  
Pengamanan 
        
Pasal 45 
(1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib 
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 
(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan 
pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan 
dokumen kepemilikan; 
b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya 
penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan 
hilangnya barang; 
c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan 
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dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, 
selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara 
penyimpanan dan pemeliharaan; dan 
d. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan 
melengkapi bukti status kepemilikan. 
 
 
Pasal 46 
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas 
nama Pemerintah daerah. 
(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi 
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
 . 
(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus 
dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah 
daerah. 
 
Pasal 47 
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan 
keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua 
Pemeliharaan 
 
Pasal 48 
(1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna 
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah 
yang ada di bawah penguasaannya. 
(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah (DKPBMD). 
(3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Pasal 49 
(1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar 
Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada 
Pengelola secara berkala. 
(2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil 
Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran. 
(3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat 
(2) dijadikan sebagai bahan evaluasi. 
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BABX 
PENILAIAN 
 
Pasal 50 
Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka 
penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan 
pemindahtanganan barang milik daerah. 
 
Pasal 51 
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka 
penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan 
berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 
 
Pasal 52 
(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50, dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan 
oleh Kepala Daerah dan dapat melibatkan penilai 
independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. 
(2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar 
dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek 
Pajak (NJOP). 
(3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah. 
 
 
BAB XI 
PENGHAPUSAN 
 
Pasal 53 
Penghapusan barang milik Daerah meliputi:  
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa 
Pengguna; dan 
b.  Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 
 
Pasal 54 
(1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik 
daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan 
pengguna dan/atau kuasa pengguna. 
(2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik 
daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi 
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. 
(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan dengan Keputusan pengelola atas nama 
Kepala Daerah. 
(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
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dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
Pasal 55 
(1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut 
pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah 
dimaksud: 
a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan 
tidak dapat dipindahtangankan; atau 
b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari 
pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. 
(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan 
dilaporkan kepada Kepala Daerah. 
 
 
BAB XII  
PEMINDAHTANGANAN  
 
Pasal 56 
(1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat 
dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik 
Daerah. 
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat 
dilakukan melalui: 
a.  pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau 
b.  disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. 
(4) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana 
pada ayat (3) huruf a, disetor ke kas Daerah. 
 
Bagian Pertama 
Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan 
 
Pasal 57 
Bentuk-bentuk pemlndahtanganan sebagai tindak lanjut atas 
penghapusan barang milik daerah, meliputi: 
a.  Penjualan; 
b.  Tukar menukar; 
c. Hibah; dan 
d.  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 58 
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 57, ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, untuk: 
a.  tanah dan/atau bangunan; dan 
b.  selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari 
Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 
(2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah 
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, apabila: 
a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau 
penataan kota; 
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan 
pengganti sudah disediakan dalam dokumen 
penganggaran; 
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri; 
d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan 
e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika 
status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara 
ekonomis. 
 
Pasal 59 
Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
Pasal 60 
Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah), dilakukan oleh pengelola setelah 
mendapat persetujuan Kepala Daerah. 
 
Bagian Kedua 
Penjualan 
 
Pasal 61 
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan 
pertimbangan: 
a.  untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih 
atau idle; 
b.  secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah 
apabila dijual; dan  
c.  sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, 
kecuali dalam hal-hal tertentu. 
(3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
meliputi : 
a.  penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara; 
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b.  penjualan rumah golongan III; dan 
c.  barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih 
lanjut oleh pengelola. 
(4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 
 
Paragraf 1 
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas 
 
Pasal 62 
(1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan 
oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, 
dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah 
masa jabatannya berakhir. 
 
Paragraf 2 
 Penjualan Kendaraan Dinas Operasional 
 
Pasal 63 
Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas operasional: 
(1) Penghapusan/Penjualan kendaraan dinas operasional 
terdiri dari: 
a.  Kendaraan dinas operasional; dan 
b.  Kendaraan dinas operasional khusus/Iapangan; 
(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dihapus 
dari daftar inventaris barang milik daerah. 
(3) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan 
dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing. 
(4) Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang 
milik daerah. 
(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui 
pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
Pasal 64 
(1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 63 ayat (1) huruf b, yang telah berumur 10 (sepuluh) 
tahun lebih. 
(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, dilakukan 
melalui pelelangan umum/atau pelelangan terbatas yang 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
(3) Penjualan dan/atau penghapusan kendaraan dinas 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) sudah ada 
kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
 
 
Paragraf 3  
Penjualan Rumah Dinas Daerah 
 
Pasal 65 
(1) Kepala Daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri dari: 
a.  rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan); 
b.  rumah dinas daerah golongan II 
(rumah instansi); dan  
c.  rumah dinas daerah golongan III 
(perumahan pegawai). 
 
Pasal 66 
(1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai 
dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan 
struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang 
lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah 
golongan II. 
(2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya 
menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di 
suatu kompleks perkantoran. 
(3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya 
menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi 
kebutuhan rumah jabatan. 
 
Pasal 67 
Rumah dinas daerah yang dapat dijualbelikan atau disewakan, 
dengan ketentuan: 
a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah 
golongannya menjadi rumah dinas golongan III; 
b.  Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 
(sepuluh) tahun atau lebih; 
c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah 
mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan 
belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan 
cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat; 
d.  Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah 
penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang 
dikeluarkan oleh Kepala Daerah; 
e.  Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam 
sengketa; dan 
f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang 
tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk 
memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 68 
(1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau 
tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah 
berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh 
Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Daerah. 
(2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah. 
(3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah. 
 
Pasal 69 
Pelapasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar 
Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan/atau 
bangunannya dilunasi. 
 
Paragraf 4 
Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dengan 
Ganti Rugi 
 
Pasal 70 
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan 
atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, 
dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan 
daerah. 
(2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga 
Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang 
dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah atau dapat 
dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat 
dibidang penilaian aset. 
(3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan 
pelelangan/tender. 
 
Pasal 71 
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 tidak 
berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling 
perumahan pegawai negeri. 
(2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk 
pegawai negera ditetapkan oleh Kepala Daerah. 
 
Paragraf 5 
Penjualan Barang Milik Daerah selain 
Tanah dan/atau Bangunan 
 
Pasal 72 
(1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau 
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bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat 
persetujuan Kepala Daerah. 
(2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada 
pengelola; 
b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang 
diajukan oleh pengguna sesuai dengan 
kewenangannya; 
c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui 
atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan 
oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan 
d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Kepala 
Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan 
pertimbangan atas usulan dimaksud. 
(3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh 
pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan 
Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
(4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah. 
 
Bagian Ketiga 
Tukar Menukar 
 
Pasal 73 
(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan 
pertimbangan: 
a.  untuk memenuhi kebutuhan operasional 
penyelenggaraan pemerintahan; 
b.  untuk optimalisasi barang milik daerah; dan 
c.  tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah. 
(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan 
dengan pihak: 
a.  Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah; 
b.  Antar Pemerintah Daerah; 
c.  Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan 
Hukum milik pemerintah lainnya; 
d.  Swasta. 
 
Pasal 74 
(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh 
Kepala SKPD kepada Kepala Daerah melalui 
pengelola; 
b.  tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan 
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah 
atau penataan kota; dan 
c.  barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 
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(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan 
Kepala Daerah sesuai batas kewenangannya. 
 
Pasal 75 
Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau 
bangunan kepada Kepala Daerah disertai 
alasan/pertimbangan dan kelengkapan data; 
b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah 
meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar 
menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, 
ekonomis dan yuridis; 
c.  Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, 
Kepala Daerah dapat mempertimbangkan untuk menyetujui 
dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan 
dipertukarkan; 
d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan 
setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah; 
e.  Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan 
bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat 
persetujuan Kepala Daerah; dan 
f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang 
pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah 
Terima Barang. 
 
 
 
Pasal 76 
Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 74 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada 
pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan 
data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah; 
b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan 
perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari 
aspek teknis, ekonomis dan yuridis; 
c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, 
pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui 
sesuai batas kewenangannya; 
d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat 
persetujuan pengelola; dan 
e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita 
Acara Serah Terima Barang. 
 
Pasal 77 
(1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan 
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pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila 
terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih 
dimaksud dapat dihibahkan; 
(2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah. 
 
Bagian Keempat 
Hibah 
 
Pasal 78 
(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan 
pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, 
kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan; 
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a.  bukan merupakan barang rahasia negara/daerah; 
b.  bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup 
orang banyak;dan 
c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas 
pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
 
 
 
Pasal 79 
Hibah barang milik daerah berupa: 
a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh 
kepala satuan kerja perangkat daerah kepada Kepala 
Daerah; 
b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya 
direncanakan untuk dihibahkan; 
 
Pasal 80 
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah 
mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau 
bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2). 
(2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
(3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c yang 
bernilai di atas Rp.5.000,000.000,00 (lima milyar rupiah) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah 
mendapat persetujuan DPRD. 
(4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d 
dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan 
pengelola. 
 
Bagian Kelima 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
 
Pasal 81 
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(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik 
daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan 
dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik 
Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki 
oleh Pemerintah dan swasta. 
(2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan 
modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat 
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
(3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
 
 
BAB XIII  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 
 
Pasal 82 
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan 
barang milik daerah. 
(2) Kepala Daerah melakukan pengendalian pengelolaan 
barang milik daerah. 
(3) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban 
terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, 
penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang 
Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya. 
(4) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Pengguna. 
(5) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta 
aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak 
lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 
(6) Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti 
hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai 
ketentuan perundangundangan. 
 
Pasal 83 
(1) Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan 
investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka 
penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan 
yang berlaku. 
(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional 
untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik 
Daerah. 
(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti 
sesuai ketentuan perundang-undangan. 
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BAB XIV  
PEMBIAYAAN 
 
Pasal 84 
(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang 
milik daerah, disediakan anggaran yang dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
(2) Pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang 
milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan 
penerimaan daerah, diberikan insentif. 
(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalam 
melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang 
besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
 
BAB XV 
TUNTUTAN GANTI RUGI 
 
Pasal 85 
(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, 
penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan 
Barang Milik Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti 
rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan 
sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
 
 
 
BAB XVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
 
Pasal 86 
Barang-barang yang berada dalam penguasaan Pemerintah 
Daerah dan digunakan untuk kepentingan Pemerintah 
Daerah, pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah 
Daerah. 
 
BAB XVII 
KETENTUAN PERALIHAN 
 
Pasal 87 
(1) Barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri ini wajib dilakukan 
inventaris dan diselesaikan dokumen kepemilikan. 
(2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna 
dan/atau pengelola. 
(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan 
pada ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 
Pasal 88 
Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait 
dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan (kerjasama 
pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) yang 
sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum 
ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, tetap dapat 
dilaksanakan. 
 
Pasal 89 
Tekhnis pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam 
lampiran Peraturan Menteri ini. 
 
 
 
 
 
BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 90 
Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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Pasal 91 
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan 
 
 
Ditetapkan di Jakarta 
Pada Tanggal 21 Maret 2007 
 
MENTERI DALAM NEGERI 
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